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Penegakan Hukum Pelanggaran HAM berat di Indonesiaterdiri dari mekanisme yudisial dan non yudisial.
Pelanggaran HAM berat di Paniai memberikan ancaman diskursus pengetahuan HAM dewasaini. Terlebih
implikasi Penegakan Hukum HAM terfokus pada para korban yang tidak terpenuhi haknya. Konsep
keadilan reparas merupakan rangkaian dari konsep keadilan transisi yang dirancang untuk menjawab
pertanggungjawaban negara kepada korban Pelanggaran HAM berat yang tercantum dalam hukum nasional
dan hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum penelitian doktrinal dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak
reparasi atas korban banyak mengalami dialektik transisi kebijakan di berbagai rezim, khususnyadi rezim
dewasa ini yang menekankan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu melalui mekanisme non
yudisial sehinggaterdapat ketidaksesuaian antara konsep keadilan reparasi maupun keadilan transisional
dalam penerapannyadi Indonesia saat ini. Oleh karena demikian, perlu adanyarekonsilias dari negara
sehingga pemenuhan hak reparasi bagi korban pelanggaran HAM di Paniai maupun masa lampau dapat
terealisasikan secara maksimal sesuai dengan kajian komprehensif HAM.

...... The enforcement of gross human rights violations in Indonesia consists of judicial and non-judicial
mechanisms. Gross human rights violations in Panial pose a threat to the current human rights discourse.
Moreover, the implications of human rights law enforcement are focused on victims whose rights are not
fulfilled. The concept of reparative justiceis part of the broader concept of transitional justice, designed to
address state accountability to victims of gross human rights violations, as stipulated in national and
international law. This research uses doctrinal legal research methods with legiglative and conceptual
approaches. The results of this study show that the reparation rights for victims has undergone a dialectic of
policy transitions across various regimes, particularly in the current regime, which emphasizes the resolution
of past gross human rights violations through non-judicial mechanisms. This resultsin discrepancies
between the concepts of reparative justice and transitional justice in their implementation in Indonesia today.
Therefore, reconciliation from the state is necessary so that the fulfillment of the right to reparations for
victims of human rights violations in Paniai and the past can be maximized in accordance with a
comprehensive human rights review.
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